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Iklim Kabupaten Indramayu Letaknya di Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pesisir pantai utara P.Jawa membuat suhu udara di kabupaten ini cukup tinggi yaitu  Celcius- 28 ° Celcius. Sementara rata-rata curah hujan(berkisar antara 18  sepanjang tahun 2006 adalah sebesar 61,06 mm. Adapun curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Kertasemaya kurang lebih sebesar 70 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 2491 hari, sedang curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Pasekan kurang lebih sebesar 55 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 683 hari.

3.1.2
Visi dan Misi

Visi yang ingin dicapai Kabupaten Indramayu adalah “TERWUJUDNYA MASYRAKAT INDRAMAYU YANG RELIGIUS, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA.”

Religius
Diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara baik dan benar, sehingga dapat tercermin dalam pola berfilir laku sesuai dengan nilai-niliai Agama yang diyakininya.

Maju :
Diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif invosi serta tangguh menghadapi tantangan.

Mandiri :
Diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memnuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas an tujuan hakiki penyelenggaraaan otonomi.

Sejahtera :
Diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.
Agar pencapaian Visi lebih efektif, efisien dan terarah maka perlu untuk ditetapkan Misi. Misi tersebut meliputi 7 program Prioritas (SAPTA KARYA MULIH HARJA) terdiri dari : 

1. Meningkatkan kualitas SDM berbasis Nilai Agama dan Budaya.

2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang mandiri dan bebas KKN.

3. Pemantapan Struktur Perekonomian masyarakat dan Pengembangan Potensi Daerah.

4. Pemerataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah serta Prasarana
. Misi yang ingin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaen Indramayu adalah:
1. Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai Agama dan Budaya
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Mandiri dan Bebas KKN
3. Pemantapan Struktur Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Potensi Daerah
3.2
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu
3.2.1
Dasar Filosofis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Bab II, dinyatakan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, di Kabupaten Indramayu telah dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008, tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.

Penetapan/Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Indramayu meliputi satu Inspektorat, tujuh Badan, dua Kantor, dua RSU, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 46 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan, ditegaskan bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan. yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai Dinas Teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan program dan kegiatannya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang berorientasi pada terwujudnya Visi dan Misi, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dan dukungan stackholder serta mampu menumbuhkan komitmen dan dapat menjamin kesinambungan pembangunan.

3.2.2
Visi dan Misi


Visi Badan Penanaman dan Perizinan Kabupaten Indramayu adalah “Mewujudkan Pelayanan Prima Perizinan Terpadu Sebagai Pendorong Peningkatan Investasi”. Misi yang ingin dicapai dalam pembentukan BPMP ini adalah:
1. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

2. Memberikan Pelayanan Prima 

3. Meningkatkan Kerjasama Promosi Dan Pengembangan Investasi 

3.2.3

Tugas Pokok dan Fungsi


Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanaman modal dan  perizinan .dengan Fungsi adalah:
1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijkan daerah serta mengkoordinasikan kegiatan dibidang penanaman modal dan perizinan

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada keterangan di atas, Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijaksanaan dibidang penanaman modal dan perizinan.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan perizinan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan perizinan.

d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

e. Pelaksanaan pengelolaaan UPT badan.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3.2.4
Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan 


Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : 

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 

c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan : 

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi; 

2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi. 

d. Bidang Perizinan Usaha, membawahkan : 

1. Sub Bidang Pelayanan Perijinan Usaha; 

2. Sub Bidang Verifikasi. 

e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan : 

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 

2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan. 

f. UPT Badan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini merupakan Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu : 
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(Badan Penanaman Modal dan Perizinan,2008)
3.2.5
Pembagian Job Description

Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan kegiatan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan. Dengan fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;

b. Pemberian dukungan atas penyelengaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;

d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;

e. Pelaksanaan pengelolaan UPT Badan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bi\upati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

tugas dan fungsi yang diemban oleh tiap bidang adalah:

1. Kepala Badan


Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman modal dan perizinan.


Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup penanaman modal, perijinan usaha, pelayanan perijinan non usaha serta data dan sistem informasi
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan perizinan

3. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi,pengendalian dan pengawasan di bidang penanaman modal dan perizinan.

4. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

5. Pelaksanaan pengelolaan UPT Badan.

6. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat


Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesektariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program,pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.


Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

2. Penyelengaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta perlengkapan.

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana .
4. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan badan. 
5. Pelaksanaan koordinas/kerjasama dengan OPD terkait atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

6. Perumusan dan pengkoordinasiaan penyusunan Renstra, Renja, Lakip, LPPD dan LPOD.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, rumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan rencana dan program kerja operasional kegiataan pengelolaan dan pelayanan administratif umum,kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

3. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelengaraan rapat-rapat badan.

4. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan,pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainya serta keamanan dan ketertiban kantor.  .

5. Pelaksanaan pengelolaaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KAPEG, KARIS/KARSU/ TASPEN, AKSES cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan DP-3.
6. Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai.

4. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, menatausahaan dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran badan.
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan dengan para Kepala Bidang.
3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan para Kepala Bidang.
4. Pelaksanaan penatausahaan Keuangan Badan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diaujukan oleh PPTK, SPP UP,SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

5. Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang. 

6. Penyampaian laporan keuangan SKPD Dinas yang meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan yang di sampaikan kepada BUPATI melalui PPKD.
7. Sub Bagian Perancanaan dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.



Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.

2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan.

3. Pelaksasanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja badan.

4. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulan, semesteran,tahunan dan lima tahunan Badan.

5. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.

6. Pengkoordinasian dan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP, KUA, PPAS, LPPD, LPOD dan PPA.

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8. Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan  dibidang penanaman modal.


Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan pengkajian, pengembangan, pengawasan dan pengendalian investasi.
2. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan informasi, promosi dan kerja sama investasi.

3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
4. Pelaksanaan pengembangan system informasi dan penanaman modal.

5. Pelaksanaan kerjasama investasi dan modal daerah.

6. Pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama investasi/ penanaman modal.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
9. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi

Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan investasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan investasi.
2. Pelaksanaan operasional kegiatan pengkajian dan pengembangan investasi.

3. Pelaksanaan penyusunan profil-profil usaha yang dapat dikembangkan melalui kegiatan investasi.
4. Penyiapan usulan pemberian sanski terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan investasi.

5. Pelaksanaan penyusunan program pengembangan investasi.

6. Pelaksanaan pemantauan perkembangan investasi.

7. Pelaksanaan pembinaan terhadap seluruh investor.

8. Penyiapan bahan pengkajian dan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal.
9. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah,yang meliputi sumber daya alam, kelembagaan dan SDM,serta pengusaha mikro kecil,menengah, koperasi dan pengusaha besar.

10. Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengkajian dan perkembangan investasi.

11. Penyiapan bahan penyusunan laporan perkembangan investasi.
10.
Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi 


Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Insvestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang Promosi dan Kerjasama investasi
Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Insvestasi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis promosi dan kerjasama Investasi.
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan operasional kegiatan promosi dan kerjasama investasi.

3. Penyiapan bahan penyusunan kegiatan promosi dan kerjasama investasi.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak ketiga dalam penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi.
5. Pelaksanaan forum temu usaha dalam rangka kemitraan.
6. Penyiapan bahan pengajuan usul pengiriman misi ke daerah lain dan luar negeri dalam rangka promosi dan kerjasama investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

7. Penyiapan penerimaan misi dari daerah lain dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan kerjasama investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.
8. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri dalam bidang investasi dengan bentuk penanaman modal.

9. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi kerjasama investasi/penanaman modal.

10. Pelaksanaan pemuktakhiran data dan informasi, promosi dan kerjasama investasi.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

11. 11.
Bidang Perizinan

Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian dibidang Pelayanan Perizinan dan Verifikasi Perizinan yang meliputi Pendaftran Perizinan, Pengolahan dan Penerbitan Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perizinan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanaan operasional kegiatan pelayanan perizinan.
2. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan verifikasi.
3. Pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan verifikasi yang meliputi pendaftaran perizinan, pengolahan dan penertiban perizinan. 

4. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan OPD terkait atau pihak ketiga dibidang pelayanan perizinanan. 

5. Pelaksanaan verifikasi terhadap pelayanan perizinan yang meliputi persyaratan perizinan dan peneritiban perizinan.

6. Pengkoordinasian pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

7. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
12. Sub Bidang Pelayananan Perizinan.

Kepala Sub Bidang Pelayananan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Perizinan yang meliputi pendaftaran perizinan, pengolahan dan penerbitan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pelayananan Perizinan mempunyai fungsi:

1. Pemberian informasi dan formulir yang berkaitan dengan persyaratan perizinan.
2. Pengumpulan dan penghimpunan pendaftaran perizinan yang diajukan oleh pemohon perizinan.
3. Pelaksanaan penelitian administrasi perizinan dan penelitian teknis serta penyiapan bahan penetapan perizinan

4. Pemprosesan penetapan perizinan dan penertiban surat izin.
5. Pelaksanaan pengkoordinasian tim teknis berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan.

6. Pelaksanaan koordinasi penetapan jumlah dan kisaran biaya pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pelaksanaan penertiban izin.

8. Pelaksanaan survey / peninjauan lapangan dengan tim teknis.

9. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
13. Sub Bidang Verifikasi

Kepala Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang verifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan permohonan pelayanan perizinan.

2. Pelaksanaan operasional kegiatan verifikasi berkas persyaratan permohonan pelayanan perizinan.

3. Pelaksanaan validasi terhadap proses dan mekanisme pemberian pelayanan.

4. Pelaksanaan koordinasi tim teknis berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan.

5. Pelaksanaan survey/peninjauan lapangan dengan tim sukses.
14.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian serta penanganan pengaduan dibidang penanaman modal dan perizinan. 


Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal dan perizinan.

2. Pelaksanaan operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian dibidang penanaman modal dan perizinan. 

3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan dibidang penanaman modal dan perizinan. 

4. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian serta penanganan pengaduan yang berkaitan dengan bidang penanaman modal dan perizinan.

15.
Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian 


Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal dan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal dan peizinan.

2. pelaksanaan operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian dibidang penanaman modal dan peizinan.

3. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibidang penanaman modal dan peizinan.

4. pelaksanaan pemberian sanksi terhadap perusahaaan yang melakukan pelanggaran perizinan.

5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan fungsinya.
16.
Sub Bidang Penanganan dan Pengaduan


Kepala Sub Bidang Penanganan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang penanganan dan pengaduan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penanganan dan Pengaduan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

2. Pelaksanaan operasional kegiatan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemilahan berkas pengaduan masyarakat berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan  .

4. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanganan dan pengaduan

5. Penyiapan bahan penyusunan laporan penanganan pengaduan dari masyarakat.

6. Pelaksanaan penyampaian laporan hasil penanganan pengaduan kepada pelapor/masyarakat.
17.
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab  kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat. Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja UPTB serta Pengaturan lebih lanjut ditetapkan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

17.
Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala. 


Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
3.3
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu

3.3.1
Latar Belakang Pendirian


Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Indramayu didasarkan pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor  3 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu dan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.291-DPPM/2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu. 

Adapun Jenis-jenis pelayanan perizinan tersebut meliputi :

	NO
	JENIS-JENIS PERIZINAN
	PROSES PERIZINAN

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
	Surat Izin Prinsip

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Gangguan (H.O)

Surat Izin Daftar Perusahaan (TDP)

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surat Izin Usaha Jasa konstruki (SIUJK)

Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit

Surat Izin Mendirikan Labotarium Swasta

Surat Izin Mendirikan Toko Obat

Surat Izin Mendirikan Apotik

Surat Izin Mendirikan Balai Pengobatan Swasta

Surat Izin Mendirikan Klinik Radiologi Swasta

Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Bersalin 

Surat Izin Pertambangan Umum

Surat Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi

Surat Izin Mendirikan SPBU, Depot Lokal/ Pangkalan Minyak Tanah

Surat Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

Surat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Surat Izin Ketenagaanlistrikan Untuk Kepentingan Sendiri

Surat Izin Pengambilan Air Tanah

Surat Izin Pengeboran Bawah Tanah 

Surat Izin Ekspolarasi Bawah Tanah

Surat Izin Lokasi

Surat Izin Penetapan Lokasi

Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Surat Izin Pengesahan Site-Plan

Surat Izin Rumah Potong/ Pasar Hewan

Surat Izin Usaha Peternakan

Surat Izin Usaha Jasa Pariwisata

Surat Izin Pengusahaan Obyek wisata dan Daya Tarik Wisata

Surat Izin Penyediaan Akomodasi

Surat Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman

Surat Izin Penyediaan Angkutan Wisata

Surat Izin Penyediaan Sarana Wisata Tirta

Surat Izin Pengusahaan Sanggar Kesenian Komersil

Surat Izin Pengusahaan Angkutan

Surat Izin Trayek

Surat Izin Usaha Perikanan

Surat Izin Usaha  Pembenihan Udang

Surat Izin Usaha Budidaya Tambak dan Pengelolaan Tempat Pejualan Hasil Tambak

Surat Izin Usaha Pengelolaan Hasil Ikan 

Surat Izin Penyelenggaraan Reklame
	11 Hari Kerja

7 Hari Kerja

7 Hari Kerja

7 Hari Kerja

7 Hari Kerja

3 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

12 Hari Kerja

12 Hari Kerja

12 Hari Kerja

12 Hari Kerja

12 Hari Kerja

12 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

12 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

12 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

12 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja


Proses pelaksanaan penyelengaraan perizinan dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen, dengan mekanisme sebagai berikut :
Untuk lebih mengintegrasikan proses pelayanan perizinan tersebut maka dibutuhkan Sistem Informasi Management Pelayanan Terpadu yang handal yang dapat membantu petugas dalam usaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sistem Informasi yang akan dibangun harus dapat memenuhi prinsip Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  antara lain:

1. Penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

2. Ada Pemilahan antara Front Office dengan back office
3. Pemohon Hanya Bertemu dengan petugas Front Office
4. Pemohon ke PPTSP hanya pada saat menyerahkan dan mengambil Izin

5. Pembayaran dilakukan lewat kasir khusus atau loket Bank 
3.3.2
Dasar Hukum Pendirian


Dasar hukum pembuatan PPTSP ini adalah:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Peraturan pemerintah Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu. 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2009. 
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu.
8. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. 
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal kabupaten Indramayu. 
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 9 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2009.
11. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.291-DPPM/2008, tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu. 
3.3.3
Maksud dan Tujuan


Maksud dan Tujuan penyelenggaraan perizinan oleh Badan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu adalah :
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan Teknologi dan Sistem Informasi.

2. Memberikan pelayanan pengurusan perizinan dan non-perizinan di PPTSP Kabupaten Indramayu secara cepat, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau.

3. Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD.
3.3.4
Proses Perizinan 
Berikut ini merupakan Mekanisme Pelayanan Perizininan yang berada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu : 
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(Badan Penanaman Modal dan Perizinan,2008)

Secara garis besar proses permohonan izin baru dan/perpanjangan dijelaskan pada table 4.1.: 
Tabel 3.1
Proses Pengajuan atau Perpanjangan Ijin
	No
	Nama Proses
	Detail Proses
	Tools

	1.A

	Pengaksesan Informasi oleh Pemohon.
	Pemohon mengakses informasi proses perizinan melalui perangkat komputer yang terdapat pada kantor BPMPPT.
	PC dengan touch screen.

Aplikasi Multimedia interaktif.

	1.B
	Pengaksesan Informasi oleh Pemohon.
	Pemohon mengakses informasi proses perizinan melalui handphone.
	Aplikasi SMS Interactive.

Aplikasi WAP Based.

	1.C
	Pengaksesan Informasi oleh Pemohon.
	Pemohon mengakses informasi dan melakukan sebagian proses perizinan melalui internet.
	Aplikasi Web untuk Publikasi.

Aplikasi Web untuk data entry secara mandiri oleh pemohon (sebagian persyaratan).

	2.
	Layanan Informasi
	Petugas Loket Informasi memberikan informasi administrasi dan teknis, serta menyerahkan dokumen.
	PC standar.

Aplikasi Multimedia Interaktif dan Web publik.

Aplikasi internal untuk document tracking.

	3. 
	Penerimaan berkas pengajuan
	Jika berkas lengkap, petugas menerima berkas pengajuan, dan memberikan resi penerimaan berkas. 
	Aplikasi internal untuk penerimaan berkas.

Aplikasi barcode

Aplikasi penyetakan resi.

	4.
	Pemeriksaan Lanjutan oleh Bagian Pengolahan dan Penerbitan.
	Bagian pengolahan dan penerbitan akan menentukan apakah perlu dilakukan pembahasan oleh tim teknis atau tidak. 

Jika dibutuhkan pembahasan oleh tim teknis, bagian pemrosesan akan meminta tim teknis untuk melakukan perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis.

Jika tidak dibutuhkan, akan dilakukan pencetakan izin dan penghitungan SKRD/SKP Daerah 
	Aplikasi internal untuk disposisi dokumen. Antara lain untuk meneruskan berkas kepada tim teknis.



	5.
	Pemeriksaan oleh  tim teknis.
	Petugas administrasi tim teknis melakukan penjadwalan dan perencanaan untuk melakukan pemeriksaan lapangan

Tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan atau pembahasan dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan

Jika diperlukan Tim Teknis menerbitkan dan atau mengesahkan persyaratan teknis yang diperlukan sebagai kelengkapan perizinan
Hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim teknis dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi apakah perizinan dapat diizinkan atau tidak dan atau diizinkan dengan syarat tertentu


	Aplikasi internal untuk disposisi dokumen (document tracking).

Aplikasi / form pelaporan hasil pembahasan.

Aplikasi Mobile Survey untuk pemeriksaan lapangan



	6. 
	Penerbitan dokumen perizinan.
	Jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa perizinan disetujui, maka permohonan dilanjutkan kepada petugas penerbitan dokumen perizinan:

Petugas pengolahan dan penerbitan perizinan mencetak naskah perizinan dan SKRD atau SKP Daerah untuk ditandatangani oleh Kepala Badan;


	Aplikasi internal untuk pencetakan izin.



	7.
	Penolakan atau penangguhan perizinan
	Jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa perizinan ditolak atau ditangguhkan karena memerlukan penyesuaian persyaratan teknis maka:

Petugas administrasi tim teknis menyampaikan kepada pemohon bahwa perizinan yang dimohon ditolak atau ditangguhkan melalui SMS. 

Petugas administrasi tim teknis membuat surat penolakan atau penangguhan dan diteruskan kepada Sekretariat Badan untuk dilakukan penomoran dan pengarsipan. 

Sekretariat Badan meneruskan  surat penolakan atau penangguhan kepada petugas pengambilan berkas untuk disampaikan kepada pemohon.
	Aplikasi untuk membaca laporan dari pemeriksa lapangan.

Aplikasi internal untuk pembuatan dan pencetakan surat penolakan atau penangguhan.

Aplikasi SMS Gateway

Update status perizinan di web publik



	8.
	Pengesahan oleh Kepala Badan.
	Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan disampaikan kepada petugas Sekretariat Badan untuk dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan.


	Aplikasi internal untuk manajemen.

	9.
	Pengadministrasian, pengarsipan dan penyampaian oleh Sekretariat Badan.
	Setelah melakukan pengadministrasian dan pengarsipan, petugas Sekretariat Badan menyampaikan dokumen perizinan  kepada petugas penyerahan dokumen. Petugas menginformasikan kepada pemohon bahwa perizinan telah selesai beserta ketetapan retribusi atau pajak  yang harus dibayarkan.


	Aplikasi internal untuk administrasi dan pengarsipan.

Aplikasi SMS Gateway

Update status perizinan di web publik

	10.
	Pemohon membayar biaya retribusi.
	Untuk perizinan yang memiliki retribusi atau pajak, pemohon mengambil surat perintah pembayaran dari petugas penyerahan dokumen dan melakukan pembayaran di Bank yang ditunjuk dan menyampaikan bukti pembayaran retribusi atau pajak kepada petugas penyerahan dokumen.
	Aplikasi kasir / teller.

EDC Terminal 

	11.
	Penyerahan surat izin dan berkas lain kepada pemohon.
	Petugas penyerahan dokumen menyampaikan dokumen perizinan kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen.
	Aplikasi internal untuk document tracking.
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